Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak
merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat
ketidakseimbangan pasar kerja, perlu kebijakan penetapan
upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan
usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi,
maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah
Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Tahun
2012 Nomor 707) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Tahun 2016
Nomor 948);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013
tentang Upah Minimum ;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah
Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2017.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa
Timur Tahun 2017.

Pasal 2

Besaran Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, sebesar Rp 1.388.000,00 (satu juta tiga ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 3



Pasal 3

(1) Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari
ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari
ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota,
maka yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Nopember 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Nopember 2016

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 89, SERI E.



